PT Hutama Karya (HK) masih kekurangan pendanaan Rp 386 triliun untuk membangun ruas jalan tol Trans Sumatra

Sugeng Adji Soenarso

JAKARTA. Perusahaan kon-
struksi plat merah, PT Hutama
Karya, menyiapkan sejumlah
skema dalam memenuhi ke-
kurangan pendanaan pada
proyek Jalan Tol Trans Suma-
tra (JTTS).

Direktur Keuangan PT Hu-
tama Karya (HK), Hilda Savitri
memaparkan, dari total ekui-
tas yang telah terpenuhi sebe-
sar Rp 55 triliun, pada tahun
ini pihaknya juga telah men-
dapatkan tambahan dana se-

KORPORAS

Proyek Trans Sumatra Butuh Dana

besar Rp 7,5 triliun yang juga
dalam bentuk ekuitas. Selain
itu, Hutama Karya masih me-
miliki dana dari global bond.

Manajemen HK telah men-
dapatkan persetujuan untuk
menerbitkan pendanaan glo-
bal sebesar US$ 1,5 miliar.
Saat ini mereka baru mener-
bitkan US$ 600 juta.

Oleh sebab itu, Hutama Kar-
ya masih memiliki tambahan
pendanaan yang dapat digu-
nakan ketika diperlukan. "Ka-
rena memang pendanaannya
harus kami sesuaikan dengan
uang dan pekerjaan di lapang-

an, sehingga kami tidak ambil
utang jika tidak dapat diguna-
kan segera," ungkap dia men-
jawab konfirmasi KONTAN,
dalam webinar Prodeep Insti-
tute, Sabtu (11/7).

Hilda menjelaskan, untuk
mengerjakan proyek Trans
Sumatra, Hutama Karya mem-
bangun secara bertahap. Hal
tersebut lantaran dari porsi
ekuitas pengerjaan proyek itu
berbeda saat mengerjakan
proyek di Jawa.

"Kalau di Jawa mungkin
porsi ekuitasnya 70:30, kalau
di jalan tol ini porsi ekuitasnya

Kinerja Keuangan PT Hutama Karya (HK)

91.647,69
68.689,08 I 2019
64.533,41 29 9 2018
53.917,4
10.615,91 26.747,66
22.958,61 T 26.391,55 2.534,90 2.274,88
[ ] 286500 | 1.994,94 |
; Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan . Labausaha Laba bersih*

Keterangan: dalam miliar rupiah. *laba
tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk

Inovasi Untuk Solusi

Sumber: Laporan keuangan HK

Kebutuhan Investasi Tol Trans Sumatra
(dalam triliun rupiah)

Sumber: Materi

476 20 386
B Ekuitas
Pinjaman 288
133
98
55 35
T

Kebutuhan Terpenuhi Kekurangan

HK dalam Diskusi Publik Prodeep Institute

B EKSPANSI BISNIS

Indofarma Membuka Layanan
Pemeriksaan PCR Korona

JAKARTA. PT Indofarma Tbk
(INAF) mulai mengoperasi-
kan laboratorium polymerase
chain reaction (PCR) virus
korona di Graha Dirgantara,
Jakarta. Ekspansi bisnis ini
dijalankan lewat anak usaha,
PT Farmalab Indoutama.

Sebelumnya, Farmalab te-
lah meneken perjanjian kerja
sama dengan PT Maha Raung
Utama pada 15 Juni 2020 ter-
kait layanan PCR tersebut.

Direktur PT Farmalab In-
doutama, Lany Marliany men-
jelaskan, kemitraan yang dise-
pakati adalah penyediaan pe-
layanan kesehatan dan
penunjang kesehatan untuk
pemeriksaan rapid test, tes
RT-PCR swab dan medical
check-up.

"Farmalab Indoutama me-
miliki bisnis inti berupaya jasa
pengujian laboratorium dan
aktivitas pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh parame-
dis," jelas dia kepada KON-
TAN, Minggu (12/7).

Lany mengemukakan paso-
kan alat kesehatan dari Indo-
farma lantaran sebelumnya
INAF mengimpor Rapid Test
Diagnistic Covid-19 dan PCR.

Berdasarkan catatan KON-
TAN, Indofarma menggaet
produsen asal China dan Ko-

Layanan tes
PCR dijalankan
anak usaha INAF,
Farmalab
Indoutama.

rea untuk mendatangkan alat
Rapid Test Diagnostic Covid-
19 dan PCR pada awal Maret
lalu yang sebanyak 100.000
unit.

Dihubungi secara terpisah,
Direktur Utama PT Indofarma
Tbk, Arief Pramuhanto men-
jelaskan, latar belakang kerja-

sama ini dilandasi atas kepe-
dulian Grup Indofarma untuk
memberikan kontribusi posi-
tif dalam percepatan pena-
nganan pandemi Covid-19 di
Indonesia.

Di sisi lain, Arief juga meli-
hat bahwa dimulainya peme-
riksaan swab RT-PCR sebagai
metode golden standard saat
ini masih sangat sedikit. Hal
itu lantaran fasilitas laborato-
rium PCR masih terbatas.

"Untuk itu, Indofarma yang
merupakan bagian dari Hol-
ding BUMN Farmasi yang fo-
kus pada pengembangan bis-
nis alat kesehatan dan diagno-
stik kesehatan turut berperan
dalam percepatan penangan-
an Covid-19," jelas dia kepada
KONTAN, Jumat.

Arief bilang, sebagian paso-
kan alat kesehatan untuk tes
PCR korona berasal dari in-
duk usaha holding farmasi,
PT Biofarma (Persero).

Arfyana Citra Rahayu

bisa 75% karena internal rate
of return (IRR) yang rendah,"
sebut dia.

Adapun kebutuhan investa-
si proyek Trans Sumatra sebe-
sar Rp 478 triliun dan baru
terpenuhi sebesar Rp 90 trili-
un. Realisasi tersebut berasal
dari Rp 55 triliun ekuitas dan
Rp 35 triliun merupakan pin-
jaman yang diperoleh dari
perbankan ataupun melalui
penerbitan global bond. De-
ngan begitu, sisa kebutuhan
dana sebesar Rp 386 triliun.

Sementara untuk kekurang-
an dana diupayakan berbagai

skema alternatif pembiayaan
agar memenuhi porsi ekuitas
maupun pinjaman.

Saat ini, pendanaan Trans
Sumatra berasal dari penyer-
taan modal negara (PMN) dan
dana non-PMN yakni kredit
investasi, monetisasi aset ja-
lan tol, penerbitan global me-
dium terms notes (GMTN),
ekuitas partner dan dukungan
konstruksi.

Hilda memaparkan, dari
dana yang direalisasikan, se-
besar Rp 19,1 triliun dikucur-
kan oleh pemerintah dalam
bentuk PMN dan telah dicair-
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kan sepanjang 2015 hingga
2020 untuk tahap pertama.
Selain itu, berbagai macam
alternatif pembiayaan dilaku-
kan untuk membantu penda-
naan proyek tersebut seperti
sekuritisasi aset.

Perusahaan konstruksi pe-
lat merah ini juga telah me-
nerbitkan obligasi Rp 11 trili-
un untuk pembangunan pro-
yek tersebut.

Ada pula dukungan kon-
struksi untuk 130 kilometer
senilai Rp 16 triliun, berasal
dari konsesi jalan tol Trans
Jawa yang mana para opera-

tor juga harus melakukan
pembangunan sebesar 130 km
di ruas tol Trans Sumatra.

Kemudian melalui viability
gap fund (VGF), GMTN, fasi-
litas cash deficiency support,
value capture, assets recycle,
long term contract financing,
serta skema limited conces-
sion.

SEVP PT Hutama Karya
Muhammad Fauzan menam-
bahkan, hingga saat ini HK
telah menyelesaikan kon-
struksi sekitar 588 km, di an-
taranya 365 km telah berope-
rasi dari lima ruas. |

Komisaris
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TRANSCOZ CPACIFIC

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Transcoal Pacific Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020
Pukul 09:26 WIB — 10:16 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST")
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘RUPSLB”) bertempat di Kantor PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, JI.H.R.
Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat

|. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal
2019 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan
kinerja Perseroan tahun 2019; dan

4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam
rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium/biaya
Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Il. Mata Acara RUPSLB

- Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan pemberian kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan
secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

B. Rapat dipimpin oleh Tuan Achmad Sutjipto, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar
Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 02 Juli 2020.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Achmad Sutjipto
: Nyonya Ir Aliyah Sianne Salim (dalam hal ini diwakili oleh Tuan Achmad Sutjipto berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

26 Juni 2020)

: Tuan Dirc Richard Talumewo

: Tuan Amril

: Tuan Denry Raymond Lelo

(dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dirc Richard Talumewo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2020)
: Tuan Erizal Darwis
(dalam hal ini diwakili oleh Tuan Amril berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2020)
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 5.000.000.000 adalah sebagai berikut:

Rapat Jumlah Saham Persentase
RUPST 4.003.205.755 80,06%
RUPSLB 4.003.171.165 80,06%

dibicarakan.

E. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang
hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan agenda/mata acara Rapat yang sedang

F. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda/mata acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang juga dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang
saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Untuk Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Ketiga RUPST, keputusan untuk setiap mata acara Rapat tersebut dilakukan dengan musyawarah
untuk mufakat karena tidak ada suara blanko/abstain atau suara tidak setuju.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pada RUPST sebagai berikut:

Mata Acara Tidak Setuju Abstain/Blanko Setuju
Saham % Saham | % Saham | %
Mata Acara 4 2.083.000 [ 0052 - [ - 4.001.122.755 [ 99.948
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting untuk mata acara RUPSLB sebagai berikut:
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham [ % Saham [ %
Mata Acara RUPSLB 3.167.100 [ 0.8 - | - 4.000.004.065 [ 99.92

dan

ey

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TBK
(“Perseroan”) / (the “Company”)

H. Keputusan Rapat
Keputusan RUPST
1. Keputusan Agenda/Mata Acara Pertama
(i) Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;
(ii) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 9 April 2020;
(iiiyMemberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam
catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019.

2. Keputusan Agenda/Mata Acara Kedua

A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp 269.489.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus
delapan puluh sembilan juta Rupiah), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sekitar 0,74% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 9,28% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5 (lima Rupiah) per lembar saham;

3. Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 242.489.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta Rupiah) atau

sekitar 89,98% dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

B. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan tanggal 21 Juli 2020.

2. Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 12 Agustus 2020.

3. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak
terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen 13 Juli 2020
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 17 Juli 2020
- Pasar Tunai 21 Juli 2020
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 20 Juli 2020
- Pasar Tunai 22 Juli 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date) 21 Juli 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 12 Agustus 2020

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan

(Recording Date) pada tanggal 21 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

pada penutupan perdagangan pada tanggal 21 Juli 2020.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan

akan didistribusikan pada tanggal 12 Agustus 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana

para pemegang saham membuka sub rekening efeknya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif

KSEI (warkat), maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yag dikenakan
akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang
bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) atau perubahannya (jika ada) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora
dengan alamat Kirana Boutique Office, JI. Kirana Avenue Ill Blok F3 No.5, Kelapa Gading — Jakarta Utara 14250 paling lambat tanggal 21 Juli 2020 pukul
16:00 WIB, tanpa adanya NPWP dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih

tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekaman atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman
Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang

dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen

kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya, dan untuk pemegang saham yang belum dimasukkan dalam kolektif KSEI (saham

warkat) dapat mengambil di BAE Perseroan.
2. Keputusan Agenda/Mata Acara Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta besaran pemberian tantiem
dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2019, dengan memperhatikan rekomendasi

dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Keputusan Agenda/Mata Acara Keempat

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam
rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium / biaya
Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari
Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan

Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya yang mengatur ketentuan mengenai Rapat Umum

terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakanya dalam
akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh, termasuk dengan segala perubahannya.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST dan RUPSLB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan
atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani
dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang
berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 13 Juli 2020
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Direksi

PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2.

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan Hereby we informed the shareholders that the Company will convene the Annual

akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat’) di | General Meeting Shareholders (the “Meeting”) in Tangerang, on Wednesday,

Tangerang, pada Rabu, 19 Agustus 2020. 19 August 2020.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka | |n compliance with the Article of Association of the Company, the Company

dengan ini disampaikan bahwa: hereby informs as follows:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya, situs web Bursa | 41 The |nvitation to the Meeting shall be announced in at least Indonesia Stock
Efek Indonesm_z, situs web Penyedia e-Rups dan situs web Perseroan pada Exchange website, e-Rups Provider website and the Company website on
Selasa, 28 Juli 2020. Tuesday, 28 July 2020.

2. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah 2. The shareholders entitled to attend and vote in the Meeting are those
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar . .

Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham dalam rekening whose name are recorded in the Reglste.r of Shgreholders of the_ Company

efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada Senin, 27 Juli 2020 pukul and/or those whose name are recorded in the list of PT Kustodian Sentral

16:00 WIB. Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository) as of Monday,
27 Juli 2020 at 16.00 WIB.

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan
memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan | 3. The shareholders may propose additional agenda for the Meeting and
dan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 therefore shall comply with the terms and conditions as stipulated in Article
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 10 par. 8 of the Article of Association of the Company and Article 16 par.
Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020). Usulan tersebut diterima (1), (2), and (3) of the OJK Rule No. 15/POJK.04/2020 on Planning and
Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang Conducting of General Meeting of Shareholders (POJK No. 15/2020). The
disampaikan paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal dilakukannya proposal and its reasoning shall be received by the Board of Directors of the
pemanggilan untuk Rapat, pada Selasa, 21 Juli 2020 pukul 16:00 WIB Company in writing at least 7 calendar days before the announcement of

4. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti invitation of the Meeting, as of Tuesday, 21 July 2020 at 16.00 WIB.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Kewajiban | 4. Considering the compliance of Government Regulation in Lieu of Law
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan No. 1 Year 2020 on State Financial Policy and Stability of Financial Systems
Pa”d‘;m('j Corona Virus Disease 2O1g (r?owﬁ 19) dan{(atau dalam rapgke: for the Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasiona . i s :
dan/ata.u stabilitasl sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Kesehatan g;z:; lﬂ;e;;ZeMT:i;et:: :; u:;ﬁ:all?:gﬁ;t(i);yo?rl:eri:)aubbllllig ;flrf:jr:)ilcsliaal Keputusan RUPSLB
Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan . . P S .

. No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines in
Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona the framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019
Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada Para X N
Pemegang Saham untuk menaati protokol kesehatan dengan memberikan (Covid-19), the Cf)mpany urges the shareholders to comply with the heglth
kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY. protocol by granting power through the KSEI Electronic General Meeting
KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses Indonesia, as a mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the
penyelenggaraan Rapat. process of organizing meetings.

5. Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, jika terdapat | 5.  This announcement made in Indonesia language and English, if any
perbedaan maka bahasa Indonesia yang akan berlaku. discrepancy then Indonesian language version should prevail.

Jakarta, 13 Juli 2020 Jakarta, 13 July 2020
Direksi Board of Directors

diambil di Perusahaan efek dan/atau bank

Pemegang Saham dengan ketentuan yang




